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Pembahasan skripsi ini adalah tentang telaah juridis terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak dengan adanya penetapan Pengadilan Agama dengan menelaah
putusan Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2008/Pa.Medan. Permasalahan yang diajukan
adalah bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan di Pengadilan Agama Medan
dan bagaimana akibat hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak.

Untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan di atas maka
dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di
Pengadilan Agama Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan berdasarkan konsep Islam,
pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan
orang tua kandungnya. Hal ini kelak berkaitan dengan sistem waris dan
perkawinan. Dalam perkawinan misalnya, yang menjadi prioritas wali nasab bagi
anak perempuan adalah ayah kandungnya sendiri. Dalam waris, anak angkat tidak
termasuk ahli waris. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam adalah
pengangkatan anak yang bersumber pada Al-Qur’an dan sunnah serta hasil ijtihad
yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran
hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun
peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa
perubahan mendasar terhadap kewenangan Peradilan Agama. Salah satu perubahan
itu adalah perkara pengangkatan anak termasuk kewenangan baru pengadilan
agama sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 Huru a angka 20.
Penegasan tersebut, di satu sisi menunjukkan adanya pengakuan dari nagara
terhadap eksistensi lembaga pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Di
sisi lain pada saat yang sama menepis keragu-raguan masyarakat muslim dan para
praktisi hukum Peradilan Agama untuk memanfaatkan lembaga tersebut. Hukum
islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak
angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang
diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat hukum dari
pengangkatan anak dalam islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayag
dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia.
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